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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż Zet (dengan titik di bawah) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah …̍… Apostrop 
ى ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vocal Tunggal 
Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u U 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بىذي Yazhaba 
 
b. Vokal Rangkap 
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٲ …… ى Fathah dan ya Ai a dan i 
ٲ ……و Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 
 
ٲ …… ى Fathah dan alif atau 
ya 
ā a dan garis di atas 
ٲ …… ى Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
ٲ ……و Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
 
Contoh : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لافطلاا ةضور Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasdid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf  yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
 
 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لكأ Akala 
2. نوذخأت Taˈkhudūna 
3. ءونلا An-nauˈu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak menegnak huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
dituliskan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1.  لوسر لاإ دممح ام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. ينلداعلا بر لله دملحا Al-hamdu lillahi rabbil ˈālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
diranglaikan. 
Contoh : 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلا يرخ ولذ للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2. نازيلدا و ليكلا فوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila 
wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Acep Khumaidillah, 142131020, “Pandangan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Penelantaran Anak (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Pati)”.  
 
Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak 
memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya 
anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan 
kesehatan yang layak. Pelaku penelantaran anak sudah melakukan suatu perbuatan 
hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan dimana pelaku dapat dikenai 
sanksi pidana. Dalam kasus penelantaran anak ini, banyak terjadi beberapa masalah 
dimana tidak berlanjutnya kasus tersebut hingga ke ranah hukum.  
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk penelantaran 
anak  dan upaya yang ditempuh untuk menegakkan hukum terhadap kasus 
penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati dan bagaimana pandangan hukum 
pidana Islam dalam kasus penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu 
dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per 
kalimat sehingga memperoleh gambaran umum dari permasalahan sehingga 
ditemukan kesimpulan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak yang 
terjadi di Kabupaten Pati berupa penelantaran terhadap fisik, emosional, pendidikan 
dan juga fasilitas medis anak. Untuk upaya yang dilakukan oleh penegak hukum 
terhadap kasus penelantaran anak di Kabupaten Pati belum bisa berjalan karena 
beberapa kasus tidak dilanjutkan di ranah hukum. Dalam hukum pidana Islam 
mengenai kasus penelantaran anak, tindakan tersebut termasuk jarimah ta’zir. 
 
Kata Kunci : Penelantaran Anak, Upaya Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Acep Khumaidillah, 142131020, “Views of Islamic Criminal Law Toward 
Children (A Case Study Abandonment in Pati District)” 
 
Abandonment of children is the attitude and behavior of parents who do not 
give proper attention to the child's growth and development process, for instance 
children are ostracized, isolated from the family or not given proper education and 
health. Abusers of child neglect have committed a legal act that violates the laws and 
regulations where the perpetrator will get criminal sanctions. In the case 
abandonment of children, there are many problems where the case does not continue 
to the legal domain. 
 
This research was conducted to find out how the form abandonment of 
children and the efforts taken to enforce the law toward cases abandonment of 
children in Pati Regency and how the views of Islamic criminal law in cases 
abandonment of children in Pati Regency. 
 
This research uses field research methods. Data sources used in this study are 
primary data sources and secondary data sources. Then the data collection techniques 
by conducting interviews and documentation. The data analysis technique in this 
study is by means of qualitative analysis, namely by describing the results of research 
in detail in the form of sentences per sentence so as to obtain a general picture of the 
problem so that conclusions are found. 
 
The results of this study indicate that cases of neglect of children that occurred 
in Pati in the form of neglect of the physical, emotional, educational and also medical 
facilities of children. For the efforts made by law enforcers on child neglect cases in 
Pati Regency, they have not been able to run because there are a number of cases that 
do not reach the legal domain for further action. In Islamic criminal law regarding 
cases of child neglect, it is jarimah ta’zir. 
 
Keywords : Abandonment of children, legal effort 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pengertian anak dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, 
adalah keturunan kedua.
1
 Anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang 
diberikan dalah suatu keluarga atau rumah tangga agar tercipta keluarga yang 
lengkap dengan kehadiran anak tersebut. Amanah inilah yang menjadi 
tanggung jawab orang tua agar dirawat dan dibesarkan dengan baik. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2
 Sedangkan menurut Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri 
adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3
 
Dijelaskan dalam perundang-undangan mengenai  batas usia anak-
anak menjadi dewasa yaitu dari dalam kandungan hingga umur 21 tahun. 
Maka dari itu ketika anak belum menginjak masa dewasa atau belum menikah 
                                                          
        
1
 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 13. 
 
       
2
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 297). 
 
       
3
 Pasal 98 ayat1 Kompilasi Hukum Islam. 
 
 
i 
 
mereka wajib dirawat, dijaga, dan dilindungi serta mendapatkan asuhan dari 
orang tuanya. Namun, ada saja kasus dimana anak hidup terlantar tanpa orang 
tua mereka. Hal ini sangat ironis dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Perlindungan Anak.  
Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak 
terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.
4
 Bentuk penelantaran anak umumnya 
dilakukan dengan cara membiarkan kondisi anak dalam situasi gizi buruk, 
tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, kurang gizi, 
memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, 
pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang 
membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.
5
 
Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
6
 
1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi 
hubungan sosial dalam keluarga normal. 
2. Ketelantaran yang disebabkankesengajaan, gangguan jiwa, dan ketidak 
mengertian keluarga atau orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak 
normal. 
                                                          
       
4
 Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.564. 
 
       
5
 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cet. Ke-1 (Bandung: Muansa, 2006), hlm. 19. 
 
       
6
 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), hlm. 8. 
 
 
ii 
 
Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini 
berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Rembang di timur, 
Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus 
dan Kabupaten Jepara di barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Pati mencapai 
1.420.292 jiwa dengan mayoritas suku jawa dan mayoritas beragama Islam. 
Di wilayah kabupaten Pati dalam tahun 2018 kasus penelantaran anak 
yang diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati sebanyak kurang lebih 650 
kasus, baik dari laporan masyarakat maupun hasil penemuan pihak dinas 
sosial. Menurut hasil wawancara dengan salah satu petugas pada Dinas Sosial 
Kabupaten Pati yang menyatakan bahwa baru-baru ini terdapat kasus 
penelantaran bayi oleh orang tuanya sendiri. Ada beberapa faktor yang 
memungkinkan hal ini terjadi, diantaranya alasan ekonomi dan alasan bahwa 
anak tersebut merupakan anak hasil hubungan yang tidak benar.
7
 
Adanya kasus di atas sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, dimana seorang 
anak yang seharusnya mendapatkan perawatan, perlindungan dan pendidikan. 
8
Meskipun sudah ada perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak 
namun tindakan penelantaran anak semakin meningkat dari kondisi ini hampir 
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 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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setiap hari diberitakan tindakan penelantaran anak melalui media. Dalam hal 
ini penulis tertarik untuk lebih mendalam meneliti kasus penelantaran anak 
yang terjadi di kabupaten Pati dalam penelitian yang berjudul Pandangan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Penelantaran Anak (Studi Kasus Di Wilayah 
Kabupaten Pati). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati? 
2. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menegakkan hukum terhadap 
kasus penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati? 
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam kasus penelantaran 
anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi 
tujuan penelitian ini, adalah: 
1. Untuk mengetahui bentuk  penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati. 
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh untuk menegakkan hukum 
terhadap kasus penelantaran anak di wilayah Kabupaten Pati. 
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam kasus 
penelantaran anak. 
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D. Manfaat 
1. Manfaat teoritis: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur 
mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap penelantaran anak. 
2. Manfaat praktis: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola 
pikir untuk mengetahui kemampuan dan penerapan ilmu hukum. 
b. Sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat terkait kasus 
penelantaran anak. 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 
pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 
kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum yang dicongkakkan dari bentuk 
pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang 
normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek 
hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 
menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang 
 
 
v 
 
pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang 
layak dan masa depan yang baik.
9
 
2. Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:10 
a. Penelantaran fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, 
pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan 
akan rasa aman dalam keluarga. 
b. Penelantaran emosional, hal ini dapat terjadi ketika orang tua tidak 
menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau 
orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di 
antara anak-anaknya. 
c. Penelantaran pendidikan, terjadi ketika anak seakan-akan mendapat 
pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara 
optimal sehingga hal ini mengakibatkan prestasi sekolah yang 
semakin menurun. 
d. Penelataran fasilitas medis, hal ini terjadi karena ketika orang tua 
gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara 
finansial memadai. Dalam beberapa kasus, orang tua memberikan 
pengobatan tradisional terlebih dahulu jika tidak ada perubahan pada 
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 Irma Setyowati Soemitro, Aspek hukum Penelantaram Anak, cet, ke-1, (Jakarta: PT.Bumi 
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anak barulah orang tua beranjak dan pergi untuk memberikan 
pelayanan pihak dokter. 
3. Anak dalam Undang-Undang yang terdapat pada Undang-Undang 1945 
Pasal 34 yang  menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah 
subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan 
dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak 
tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 
Ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak harus memperoleh 
hak-hak kesejahteraan hidupnya dan dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar dan baik secara jasmani, rohani, maupun 
sosial.
11
 
4. Dalam al-Qur‟an dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggungjawab 
untuk merawat dan memelihara anaknya, seperti firman Allah SWT: 
 ِْينَلِماَك ِْينَلْوَح َّنُىَدَلاَْوأ َنْعِضْر ُي ُتاَدِلاَوْلاَو ۖ َةَعاَضَّرلا َّمُِتي َْنأ َدَاَرأ ْنَمِل  ۚ ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ُوَل ۚ اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْف َن ُفَّلَكُت َلا  ۚ اَىِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت َلا 
 ِهِدَلَوِب ُوَل ٌدوُلْوَم َلاَو ۚ …( ةرقبلا:233) 
 
Artinya: 
 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagu yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah 
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 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra 
Aditya Bhakti, 2000), hlm. 63. 
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memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’rif. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya…12 
 
5. Islam mengajarkan pemeluknya untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak. Perlindungan anak tersebut berupa jaminan dan 
perlindungan hak-haknya sehingga anak dapat hidup tumbuh berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai manusia, serta dapat perlindungan dari setiap tindak kekerasan, 
penelantaran, dan tindak diskriminasi.
13
 
6. Dalam al-Qur‟an surah at-Tahrim ayat 6 sudah dijelaskan bahwasanya 
kita harus menjaga keluarga dan tidak boleh menelantarkan salah satu 
anggota keluarga, ayat tersebut berbunyi: 
 ُساَّنلا اَىُدوُقَو ًارَان ْمُكيِلَْىأَو ْمُكَسُف َْنأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ْمُىَرََمأ اَم َوَّللا َنوُصْع َي َلا ٌداَدِش ٌظَلاِغ ٌةَكِئَلاَم اَه ْ يَلَع َُةراَجِْلحاَو
 َنوُرَم ْ ُي اَم َنوُلَعْف َيَو( يمرحتلا :6) 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.
14
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 Giwo Rubianto Wiyogo, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Komisi 
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7. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah 
strafbaar feit. Di dalam bahasa Belanda, strafbaar yang berarti dapat 
dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta. 
Strafbaar feit menurut pendapat Simons ialah kelakuan yang diancam 
dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
15
  
8. Pengertian jinayah dibagi dalam dua jenis pengertian. Pengertian dalam 
arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, jinayah 
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan 
dapat mengakibatkan hukuman had atau ta’zir. Sedangkan pengertian 
sempit, jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ dan dapat menimbulkan had bukan ta’zir.16 
F. Tinjauan Pustaka 
Penulis tidak memungkiri bahwa beberapa penelitian sebelumnya 
yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari 
skripsi, tesis maupun jurnal penelitian yang meneliti mengenai penelantaran 
anak, antara lain: 
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 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002), hlm. 56. 
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Pertama, Skripsi yang disusun oleh Farhan dengan judul Penelantaran 
Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak). Permasalahnnya adalah bagaimana pandangan Hukum 
Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
terhadap penelantaran anak dan bagaimana sanksi terhadap pelaku 
penelantaran anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik Hukum Islam 
maupun UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan 
karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak sengaja 
sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki anak tersebut dan sanksi 
pidana atau hukuman yang tepat sudah ditegaskan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak.
17
 Berbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah 
penulis menggunakan sudut pandang Hukum Pidana Islam  dalam melihat 
kasus penelantaran anak yang ada di kabupaten Pati. 
Kedua, Skripsi karya Sana Ulaili dengan judul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga. 
Ruang lingkup skripsi ini hanya pembahasan yang masih bersifat fisik serta 
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 Farhan, “Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak)”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009, hlm. 
66.  
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hanya ditinjau dari hukum Islam.
18
 Berbeda dengan penelitian penulis yang 
fokus pada bentuk penelantaran anak dan mengurai upaya untuk menegakkan 
hukum terhadap adanya kasus penelantaran anak kemudian peninjauan 
menurut hukum pidana Islam terhadap kasus penelantaran anak. 
Ketiga, Jurnal Penelitian yang disusun oleh Ardiansyah dkk dengan 
judul Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif 
Hukum Indonesia. Jurnal penelitian ini membahas bagaimana kebijakan 
perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran orang tua menurut 
perspektif hukum Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pembebasan 
bersyarat dalam sistem peradilan pidana terpadu.
19
 Yang membedakan 
penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian di atas hanya 
menggunakan sudut pandang hukum positif saja dan tidak menyinggung 
bagaimana kasus penelantaran anak ini apabila dilihat menggunakan kacamata 
hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis menggunakan tinjauan hukum Islam 
terhadap kasus penelantaran anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati. 
G. Metode penelitian 
1. Jenis Penelitian 
                                                          
       
18
 Sana Ulaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan).
20
 Penelitian lapangan digunakan untuk 
mencari data yang ada di wilayah kabupaten Pati mengenai kasus 
penelantaran anak. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus 
merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah 
kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer.
21
 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 
memerlukan data-data primer dan sekunder antara lain: 
a. Data primer yaitu data-data yang digunakan adalah informan, yaitu 
pihak yang bersangkutan dengan kasus penelantaran anak. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal penelitian serta audio 
hasil rekaman dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan 
penelantaran anak. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
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 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 
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a. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu tanya 
jawab lisan dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, yang 
terdiri dari interviewer bertanya dan mendengarkan dengan telinga 
sendiri dari suaranya dan informan mendengarkan dan menjawab.
22
 
Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu pihak-
pihak yang berkaitan dengan kasus penelantaran anak. Dalam hal ini 
peneliti lebih terfokus untuk menggali informasi kepada pihak yang 
menelantarkan anak, pekerja sosial di dinas sosial Kabupaten Pati. 
Pedoman yang dilakukan dalam wawancara ini adalah pada 
pertanyaan umum terkait dengan penegakan hukum terhadap 
penelantaran anak dan hambatan yang mempengaruhi penegakan 
hukum terhadap penelantaran anak di wilayah kabupaten Pati. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan 
lain sebagainya.
23
 Metode ini digunakan untuk mencari data yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 131. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 128. 
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bersifat dokumenter, seperti data mengenai kasus penelantaran anak 
yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati dan dokumen lainnya berupa 
data kasus penelantaran anak di Kabupaten Pati. 
4. Teknik Analisi Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan 
cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat 
per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari 
jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu 
kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, 
diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
24
 
Penelitian ini penulis menggunakan model interaktif Miles dan 
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.
25
 Pengumpulan data yaitu mengumpulkan 
data di lokasi penelitian dengan melakukan dokumentasi dan studi 
kepustakaan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 
dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data proses 
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pengumpulan data berikutnya. Redukdi data adalah suatu komponen proses 
seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus 
menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. 
 
H. Sistematika Penelitian 
Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan 
bahasan, maka penulis menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang  gambaran 
umum tentang penelantaran anak, yang meliputi: pengertian anak, pengertian 
penelantaran anak, hak anak dalam Islam, hak anak dalam Undang-Undang, 
kategori orang tua dan tanggungjawabnya  
Bab ketiga merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang 
gambaran umum wilayah kabupaten Pati, gambaran umum demografis, dan 
kasus penelantaran anak di wilayah kabupaten Pati.  
Bab keempat merupakan bagian analisis mengenai upaya penagakan 
hukum terhadap penelantaran anak di wilayah kabupaten Pati, hambatan 
dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran anak, dan kebijakan 
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hukum pidana Islam dalam kasus penelantaran anak di wilayah kabupaten 
Pati. 
Bab kelima berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran 
diakhiri dengan daftar pustakan dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
PENELANTARAN ANAK 
A. Gambaran Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 
hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melakat harkat 
dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
26
  
Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 
pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 
kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum dari bentuk pertanggungjawaban 
sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian 
anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif 
terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 
membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya 
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 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sianr Grafika, 2013), hlm. 8. 
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menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa 
depan yang baik.
27
 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya 
agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang 
keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT. 
dengan melalui proses penciptaan. Karena anak mempunyai kehidupan 
yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan 
secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga 
kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, dapat 
bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai 
kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, 
anakadalah titipan Allah SWT. kepada orang tua, masyarakat bangsa dan 
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil 
a’alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.28 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Sedikit berbeda dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak 
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adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa 
anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang diciptakan 
sebagai titipan untuk orang tua yang mempunyai hak untuk dirawat dan 
dilindungi sehingga anak tersebut dapat tumbuh dewasa, berakhlak serta 
berguna terhadap agama dan negaranya. 
2. Batasan Usia Anak 
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijelaskan 
mengenai berbagai macam batasan usia anak, diantaranya yaitu: 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyatakan bahwa persyaratan usia perkawinan adalah 16 tahun bagi 
perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
yang mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan 
belum pernah kawin. 
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara telah berusia 
delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 
menikah. 
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d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun 
dan belum pernah kawin. 
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
membolehkan usia bekerja 15 tahun. 
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional  memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan 
menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
3. Hak-Hak Anak 
Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap 
hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak 
lahir dan di antara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga 
perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian ini tidak terkecuali 
juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang 
ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan 
kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan 
dunia bahwa perlindungan terhadap anak mutlak diperlukan untuk 
menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.
29
 
Dalam memenuhi haknya, seorang anak tidak dapat melakukan 
sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. 
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Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peran penting dalam 
memenuhi hal-hak anak.
30
 
Hak-hak anak secara umum sudah dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 
sampai Pasal 18, antara lain: 
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi 
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan 
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 
bimbingan orang tua 
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,dan 
diasuh oleh orang tua sendiri 
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mentak, spiritual, dan sosial 
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f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam  
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya 
g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus 
h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan 
i. Setiap anak berhak untuk beristirahat den memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan 
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri. 
j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 
k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,dan 
penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya 
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l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir 
m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka 
sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan 
dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan 
dalam peperangan 
n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi 
o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum 
p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 
q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari 
orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan 
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membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum 
r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku  kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan 
s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya 
Sementara itu dalam Islam sejak seorang anak dilahirkan, telah 
mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak 
sebagai berikut:
31
 
a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan 
… َّنُهَلْ َ َنْعَضَي  َّ َح َّنِهْيَلَع اوُقِفَْنَأف ٍلْ َ ِتَلاُوأ َّنُك ْنِإَو…( قلاطلا:6) 
Artinya: 
 
…dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin…32 
 
b. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya 
 
 ِوَّللا َدْنِع ُطَسَْقأ َوُى ْمِِهئَابِلِ ْمُىوُعْد ۚ ِني ِّدلا فِ ْمُُكناَوْخَِإف ْمُىَءَابآ اوُمَلْع َت َْلَ ْنَِإف 
 ْمُكِيلاَوَمَو ۚ ْمُُكبوُل ُق ْتَدَّمَع َت اَم ْنِك َلَو ِِوب ُْتَُْأطْخَأ اَميِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيلَو  ۚ 
اًميِحَر ًاروُفَغ ُوَّللا َناََكو ( بازحلاا:5) 
                                                          
       
31
 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: 
Grassindo, 2000), hlm. 32. 
 
       
32
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: sigma, 2014), hlm.558. 
 
 
 
viii 
 
Artinya: 
 
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT, 
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
33
 
 
c. Hak anak dalam menerima nama baik 
 
 ِباَقَْلْلِْاب اوُز َباَن َت َلاَو ۖ ِنَايم ِْلْا َدْع َب ُقوُسُفْلا ُمْسِلاا َسِْئب  ۚ َكِئ َلوَُأف ْبُت َي َْلَ ْنَمَو 
 َنوُمِلاَّللا ُمُى ( تارجلحا :11)    
Artinya: 
 
dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, 
seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang  buruk sesudah 
iman dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-
orang yang zalim.
34
 
 
d. Hak anak dalam menerima susuan 
 
 ِْينَلِماَك ِْينَلْوَح َّنُىَدَلاَْوأ َنْعِضْر ُي ُتاَدِلاَوْلاَو ۖ َةَعاَضَّرلا َّمُِتي َْنأ َدَاَرأ ْنَمِل  ( ةرقبلا :
223) 
Artinya: 
 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama sua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
35
 
 
e. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan 
                                                          
       
33
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: sigma, 2014), hlm. 418. 
 
       
34
 Ibid, hlm. 516. 
 
       
35
 Ibid, hlm. 35. 
 
 
 
ix 
 
 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ۚاَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْف َن ُفَّلَكُت َلا ) ةرقبلا 
 :233( 
Artinya: 
 
…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupan…36 
 
f. Hak anak dalam memiliki harta benda (hak waris), demi 
kelangsungan hidup yang bersangkutan 
 ُْمَلذاَوَْمأ  ىَماَتَيْلا اُوتآَو ۖ ِبِّيَّطلِاب َثيَِبْلخا اوُل َّدَبَت َت َلاَو  ۖ  َلَِإ ُْمَلذاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلاَو 
 ْمُكِلاَوَْمأ ًۚايرِبَك ًابوُح َناَك ُوَّنِإ  ( ءاسنلا:2) 
Artinya: 
 
Dan berilah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta 
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan 
jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 
tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang 
besar.
37
 
 
g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran 
 ٌمْلِع ِِوب َكَل َسَْيل اَم ُفْق َت َلاَو ۚ ُوْنَع َناَك َكِئ َلُوأ ُّلُك َدا َُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا َّنِإ 
 ًلاوُئْسَم ( ءارسلاا:36) 
Artinya: 
 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.
38
 
 
B. Gambaran Umum Tentang Penelantaran Anak 
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1. Pengertian Penelantaran Anak 
Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang 
tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang 
anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak 
diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.
39
 
Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu 
perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. 
Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggungjawab 
gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, 
termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, 
pakaian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan 
pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk 
mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengibati 
anak atau membawa anak ke dokter).
40
 
2. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak 
Macam-macam penelantaran anak adalah sebagai berikut:
41
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a. Penelantaran fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, 
pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan 
akan rasa aman dalam keluarga. 
b. Penelantaran emosional, hal ini dapat terjadi ketika orang tua tidak 
menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau 
orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di 
antara anak-anaknya. 
c. Penelantaran pendidikan, terjadi ketika anak seakan-akan mendapat 
pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara 
optimal sehingga hal ini mengakibatkan prestasi sekolah yang 
semakin menurun. 
d.  Penelataran fasilitas medis, hal ini terjadi karena ketika orang tua 
gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara 
finansial memadai. Dalam beberapa kasus, orang tua memberikan 
pengobatan tradisional terlebih dahulu jika tidak ada perubahan pada 
anak barulah orang tua beranjak dan pergi untuk memberikan 
pelayanan pihak dokter. 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan dikkriminasi.  
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan 
anak juga menegaskan bahwa setiap anak dalam perlindungan orang tua, 
wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, 
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
c. Penelantaran 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan 
f. Perlakuan salah lainnya 
Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus 
mendapatkan perhatian secara khusus. Akibat kegagalan pranata sosial 
disinyalir sebagai penyebab ketidakmampuan pemerintah untuk 
mewujudkan kondisi ideal dalam melindungi hak-hak anak khususnya di 
Indonesiaa. Walaupun banyak naskah akademik, seminar-seminar, 
lokakarya yang mengusung tentang tema perlindungan anak namun 
belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perlindungan 
anak dalam arti menyeluruh atau komprehensif.
42
 
Kesejahteraan anak merupakan hal utama dari perlindungan 
hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata 
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kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 
sosial. 
3. Sanksi Terhadap Penelantaran Anak 
a. Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang 
Sanksi terhadap perbuatan-perbuatan penelantaran anak telah 
diatur pada ketentuan pidana, antara lain: 
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 yang menyatakan 
bahwa setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup 
rumah tangganya akan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah). 
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak Pasal 77 yang menyatakan bahwa setiap orang yang 
melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun 
moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau menelantarkan 
anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit maupun 
penderitaan baik fisik, mental, bahkan sosial akan dipidana 
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   
b. Sanksi Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam 
Menurut hukum Islam, dalam tindak pidana pelaku 
penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya 
adalah Jarimah Ta’zir, karena dalam hukum Islam sanksi pidana 
pelaku penelantaran anak tidk ditemukan atau ditetapkan oleh syara’. 
Hal ini sesuai dengan pengertian Jarimah Ta’zir. 
Kata ta’zir menurut bahasa berarti mengokohkan. Dalam istilah 
fiqih jinayah, kata ta’zir berarti pengajaran. Sehingga jarimah ta’zir 
berarti jarimah yang diancam dengan pidana ta’zir.43 
Semua perbuatan yang dilarang syara’, tetapi tidak diancam 
dengan suatu macam hukuman al-Qur‟an atau sunnah rasul dapat 
dipandang sebagai jarimah ta’zir jika nyata merugikan pelakunya atau 
orang lain.
44
 
Hukum Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas 
mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
jarimah ta’zir. Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang 
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dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh 
sebab itu, penetapam hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang 
dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau 
hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan 
menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu 
hukuman terhadap jarimah ta’zir.45 
Menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta’zir, pihak 
penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan 
terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan 
masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman 
yang dikehendaki Islam, yaitu menbegah seseorang dan berhentinya 
seseorang melalui tindakan pidana.
46
 
Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta’zir jenisnya 
beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 
(empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:
47
 
1) Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan 
jilid (dera). 
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2) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, 
seperti hukuman penjara dan pengasingan. 
3) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, 
penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang. 
4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau 
pemerintah demi kemaslahatan umum. 
C. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum 
Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 
atau pandangan nilai yang mantab dan mengejahwantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
48
 
Dalam teori Roscoe Pound, Sosiological Jurisprudence menyebutkan 
bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi 
kejahatan dalam penegakan hukum yang rasional. Penegakan hukum pidana 
yang rasional itu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
49
 
1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 
badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-
undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan 
                                                          
       
48
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1983), hlm. 5. 
       
49
 Mardjono, Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan 
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), (Jakarta: Pusat Keadilan  dan Pengabdian Hukum, 
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keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian 
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana 
untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti 
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut dengan 
tahap legislatif. 
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum 
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana 
yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam 
melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh 
nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap 
kebijakan yudikatif. 
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana 
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat 
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah 
dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang 
telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan 
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 
pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-
nilai keadilan serta daya guna.  
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Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undang 
saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
50
 
1. Faktor perundang-undangan (subtansi hukum) 
Prakter menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali 
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 
dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 
abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah 
ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya 
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 
kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 
2. Faktor penegak hukum 
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 
rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan 
dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 
3. Faktor sarana dan fasilitas 
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 
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memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancer dan 
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 
4. Faktor masyarakat 
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 
bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi 
kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan 
penegakan hukum yang baik. 
5. Faktor kebudayaan 
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 
dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakannya. 
Penegakan hukum tentang penelantaran anak harus dilakukan dengan 
sosialisasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, 
memperkuat peraturan di bidang perlindungan anak, pemberian sanksi yang 
tinggi agar member efek jera. Sistem peradilan pidana merupakan suatu 
jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana 
utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam 
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kerangka atau konteks sosial, sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi 
hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana 
berupa ketidakadilan, dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 
yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dengan baik dan cermat 
dalam proses penegakan hukum.
51
 
Upaya penegakan hukum dalam perlindungan terhadap anak 
dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara 
lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 
khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 
secara ekomoni dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, 
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pati 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh 
jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau 
Jawa seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Secara geografis 
Kabupaten Pati terletak pada posisi 111˚,02‟06,96‟ BT dan 6˚,44‟-56˚,80 
LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan 
sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. 
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pati adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebelah utara  : wilayah Kabupaten Jepara 
b. Sebelah barat  : wilayah Kabupaten Kudus 
c. Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan 
d. Sebelah timur  : wilayah Kabupaten Rembang 
Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 
kelurahan, dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah 
Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki 
luas terkecil (4.085 ha). 
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Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pati 
 
2. Keadaan Topografi 
Dilihat dari topografinya Kabupaten Pati mempunyai ketinggian 
terendah 1 meter, tertinggi 1.280 meter dan rata-rata 17 meter di atas 
permukaan air laut. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Pati sebanyak 
1.603 mm dengan 88 hari hujan, untuk keadaan hujan cukup, sedangkan 
untuk temperatur terendah 24˚C dan tertinggi 39˚C.  
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B. Gambaran Umum Demografis 
1. Penduduk dan Mata Pencahariannya 
Penduduk Kabupaten Pati seluruhnya berjumlah 1.219.993 jiwa 
yang terdiri dari 582.531 jiwa laki-laki dan 615.992 penduduk 
perempuan. Sementara jika dihitung jumlah kepala keluarga (KK) 
terdapat 443.453 kepala keluarga dalam berbagai latar belakang. 
Bila ditinjau dari mata pencahariannya penduduk Kabupaten Pati 
mempunyai bermacam-macam sumber penghasilannya sebagaimana 
berikut: 
Jenis Pekerjaan Jumlah 
Petani 128.990 
Nelayan 47.876 
Pengusaha Besar/Sedang 620 
Pengrajin/Industri Kecil 478 
Buruh Tani 24.780 
Buruh Industri 18.990 
Buruh Bangunan 72.334 
Pedagang 25.987 
Pengangkutan 2.708 
Pegawai Negeri Sipil 6.371 
ABRI 3.211 
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Pensiunan (PNS/ABRI) 3.988 
Jumlah 854.823 
Tabel 3.1 Pekerjaan Penduduk Kabupaten Pati 
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk di 
Kabupaten Pati banyak yang bekerja sebagai petani. Mereka juga tidak 
lepas dari usaha-usaha sampingan dan pemanfaatan dari fasilitas-fasilitas 
yang ada seperti pasar, kios, toko-toko berukuran sedang sebagai 
penunjang hidup mereka dan sebagian penduduk mempunyai sapi, 
kambing yang diternak secara alami. 
2. Agama Penduduk 
Pemeluk Agama Jumlah 
Islam 1.189.705 
Protestan 21.496 
Khatolik 6.707 
Budha 7.031 
Hindu 462 
Lainnya 193 
Jumlah 1.418.994 
Tabel 3.2 Agama penduduk Kabupaten Pati 
Dengan melihat tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 
mayoritas penduduk Kabupaten Pati adalah beragama Islam. Mereka 
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mempunyai sarana ibadah dimana-mana. Setiap dusun di wilayah tersebut 
berdiri kokoh masjid sebagai kegiatan umat Islam. 
C. Visi Misi Kabupaten Pati 
1. Visi Kabupaten Pati  adalah sebagai berikut: 
“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” 
2. Misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yaitu: 
a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan local. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan 
kemiskinan. 
d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan 
mengutamakan pelayanan public. 
e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka 
peluang investasi dan memperluas lapangan kerja. 
f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah 
berbasis pertanian, perdagangan, dan industri. 
g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung 
pengembangan ekonomi daerah. 
h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan. 
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D. Kasus Penelantaran Anak di Kabupaten Pati 
Yuli Perdi Wibowo menjelaskan beberapa hal menganai penelantaran 
anak. Kasus penelantaran anak yang terjadi di Kabupaten Pati tahun 2018 
sebanyak 650,banyaknya anak terlantar tidak hanya mereka yang di jalanan 
tetapi juga anak-anak yang tidak terpenuhinya hak-hak mereka serta bayi yang 
dibuang.
52
  
Dinas sosial sendiri memiliki beberapa kewenangan untuk mengatasi 
kasus penelantaran anak yang terjadi seperti adanya adopsi atau pengangkatan 
anak dan adanya panti asuhan. Untuk kasus penelantaran anak sendiri sampai 
saat ini tidak ada yang sampai ke pihak kepolisian. Dan ketika ada kasus bayi 
yang dibuang seperti kasus baru-baru ini, itu sudah dilakukan beberapa cara 
untuk menemukan siapa orang tuanya seperti memberitakan di sosial media 
selama 30 hari namun tidak ditemukan. Akhirnya kasus seperti ini tidak 
pernah sampai di ranah hukum. 
Dalam tindak pidana penelantaran anak, penulis tidak dapat 
mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 
19 ayat (1) menyatakan bahwa identitas anak, anak korban dan/atau anak 
saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun 
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elektronik. Juga dijelaskan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa identitas anak 
yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, 
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak 
korban dan/atau anak saksi. 
Berikut merupakan beberapa contoh kasus penelantaran anak yang 
terjadi di Kabupaten Pati. Di sini pihak dinas sosial mengambil beberapa 
contoh yang dijelaskan kepada penulis, antara lain: 
1. Penalantaran Fisik  
Tanggal 2 Februari 2018 salah satu warga Desa Wuwur Kecamatan 
Gabus Kabupaten Pati dikagetkan dengan ditemukannya seorang bayi di 
depan rumah. Pertama-tama pemilik rumah mendengar suara tangisan bayi, 
kemudian seorang ibu berinisial W (privasi informan nama disamarkan) 
menemukan bayi berjenis kelamin perempuan tersebut tepat di halaman 
rumahnya. 
Setelah ditemukannya bayi tersebut wargapun berbondong-bondong 
datang ke rumah ibu W untuk melihat kondisi bayi tersebut. Bayi tersebut 
ditemukan dalam keadaan masih mengenakan kain bayi dan kain batik 
panjang. 
Kejadian ini kemudian oleh salah satu warga dilaporkan ke pihak 
dinas sosial karena merasa kasihan kepada bayi tersebut. Hal ini langsung 
mendapat respon dari pihak dinas sosial. 
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Beberapa petugas dinas sosial langsung mendatangi rumah warga yang 
menjadi tempat penelantaran bayi yang berjenis kelamin perempuan 
tersebut pada tanggal 3 Februari 2018. 
Pihak dinas sosial kemudian mengumumkan kasus penemuan nayi 
tersebut di media cetak dan media sosial, sebagai salah satu cara untuk 
menemukan orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan selama 30 hari 
setelah penemuan bayi tersebut.  
Pada akhirnya pihak dinas sosial tidak berhasil menemukan siapa 
orang tua kandung bayi yang ditemukan di Desa Wuwur. Kemudian bayi 
tersebut dirawat di salah satu panti asuhan. 
2. Penelantaran Fisik 
Kasus ini bermula ketika seorang bapak yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan karena kasus pidana yang telah dilakukan. Akibatnya sang 
istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak ini harus mengurus 
kehidupannya beserta anak-anaknya sendiri. 
 Ibu tersebut yang tidak mempunyai pekerjaan sebelumnya, apalagi 
setelah suaminya terkana kasus dan dibina di lapas ibu tesebut mencari 
pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan ibu tersebut jarang sekali pulang ke 
rumah. 
Menurut informasi warga sekitar, ada yang berasumsi bahwa ibu 
tersebut sekarang bekerja di tempat karaoke. Warga juga mengetahui 
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bahwa keadaan anak-anak dari ibu tersebut mulai tidak terawat dan jarang 
sekali mendapat perhatian apalagi kasih sayang. Apalagi diketahui bahwa 
ibunya sudah tidak pernah pulang ke rumah. 
Keadaan tersebut membuat salah satu warga melaporkan kasus 
tersebut di dinas sosial agar mendapatkan perhatian. Pihak dinas sosial 
kemudian melakukan tinjauan terhadapa keluarga tersebut. Hingga 
akhirnya membawa anak-anak ke dinas sosial. 
3. Penelantaran Pendidikan 
Kasus penelantaran anak ini terjadi di suatu keluarga dimana sepasang 
suami istri yang telah bercerai. Seorang janda yang ditinggal oleh suaminya 
karena perceraian ini tinggal dengan 2 (dua) orang anaknya. Keluarga 
tersebut merupakan keluarga yang kekurangan karena ibu tersebut yang 
hanya pedagang keliling dengan penghasilan yang tidak seberapa untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah tidak mempunyai keluarga 
lagi di Pati.  
Kaadaan keluarga yang kekurangan itu mengakibatkan anak-anaknya 
tidak bisa melanjutkan sekolah dan harus putus sekolah. Namun setelah ibu 
tersebut memutuskan untuk menikah lagi, ia melupakan anak-anaknya dan 
tidak mengurusnya lagi.  
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Kasus tersebut membuat warga merasa kasihan dengan keadaan anak-
anak yang tidak dipedulikan lagi oleh ibunya. Sehingga warga membuat 
laporan kepada pihal dinas sosial agar mendapat penanganan dengan layak. 
Pihak dinas sosial memberikan perawatan dan perlindungan kepada 
anak-anak tersebut dengan diasuh di panti asuhan. 
4. Penelantaran Emosional 
Dalam suatu kelaurga terdapat pasangan suami istri yang sering kali 
bertengkar. Hal ini sering juga terdengar oleh tetangga sekitar. Setiap hari 
mereka selalu berselisih mengenai kurangnya finansial di keluarga dan 
beberapa hal lainnya.  
Seringnya terjadi pertengkaran antara suami dan istri mengakibatkan 
suami tersebut sering pergi dan jarang pulang ke rumah. Hal itu pun 
dilakukan oleh sang istri yang sering pergi dan tidak pernah pulang ke 
rumah. Hal ini juga diketahui oleh tetangganya. 
Dalam keluarga tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak. Setelah 
ditinggal bapak dan ibunya, beberapa tetangga mulai perihatin dengan 
keadaan mereka. Anak-anak tersebut juga sering bercerita kepada tetangga 
mengenai keadaan orang tuanya. 
Warga sekitarpun ingin membantu keadaan anak-anak tersebut, namun 
karena mereka ada lima orang yang tidak memungkinkan untuk mengurus 
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semuanya. Sehingga warga memutuskan untuk melaporkan hal tersebut di 
dinas sosial agar anak-anak tersebut mendapat perlindungan. 
Setelah mewawancarai anak-anak tersebut sehingga mendapat 
informasi mengenai keluarganya, dinas sosial memutuskan untuk 
mengasuh anak-anak tersebut di panti sosial. 
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Bentuk Penelantaran Anak yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Pati 
Penelantaran anak terjadi di Kabupaten Pati terjadi karena faktor 
ekomoni. Faktor ekonomi disini yang dimaksud adalah tidak dapat memenuhi 
kebutuhan keluarga terkhususnya kebutuhan anak sehingga kehidupan anak 
tidak seperti anak pada umumnya. Hal ini juga mengakibatkan anak tidak 
mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Padahal anak yang 
ditelantarkan berhak mendapatkan pendidikan apalagi anak tersbeut masih di 
bawah umur. Kemampuan ekomoni turut berpengaruh besar atas terpenuhinya 
kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani dalam keluarga. Berdasarkan 
data lapangan, faktor utama terjadinya kasus penelantaran anak adalah faktor 
ekonomi.  
Penelantaran anak juga terjadi karena adanya perceraian. Dimana 
dalam suatu keluarga terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak 
dapat memungkinkan untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka. 
Sehingga yang menjadi korban adalah anak. Anak yang masih bergantung 
kepada orang tua harus pasrah dengan keadaannya karena orang tua lebih 
mementingkan kebutuhan masing-masing dalam mengurus proses perceraian. 
Selama proses perceraian itu bermula, disitulah anak mulai terabaikan. 
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Dimana anak yang kisaran umurnya 5-12 tahun ini belum mampu untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri. 
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Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya penelantaran anak, seperti 
pergaulan bebas anak muda yang seringkali mengakibatkan hamil dan 
melahirkan anak di luar nikah. Pergaulan bebas yang tejadi ini disebabkan 
karena kurangnya pendidikan agama dan kurangnya perhatian orang tua 
terhadap anak. Sehingga anak melakukan hubungan suami istri dan tidak 
memikirkan apa akibat dari tindakannya. Terutama jika tindakannya tersebut 
mengakibatkan kehamilan di luar nikah hingga anak tersebut lahir. Karena 
merasa anak yang dilahirkan tersebut merupakan aib dan kurangnya 
pengalaman mengurus anak, terjadilah tindakan penelantaran anak dengan 
cara membuang anak tersebut dengan sengaja. Hal ini juga diungkapkan pihak 
dinas sosial kabupaten Pati yang menyatakan bahwa untuk kasus pembuangan 
bayi yang mengakibatkan anak terlantar merupakan kasus penelantaran anak 
yang terjadi dalam waktu dekat ini. Untuk kasus pembuangan bayi yang 
diletakkan di depan rumah warga dimana anak tersebut belum mengetahui 
apapun dan dari mana dia mendapatkan kasih sayang, sehingga bayi tersebut 
diserahkan ke Dinas Sosial sambil menunggu ada yang berkeinginan dan 
sanggup untuk mengadopsi anak tersebut. 
Beberapa faktor di atas yang menyebabkan terjadinya penelantaran 
anak, hal tersebut menyakibatkan penelantaran anak terhadap fisik anak 
karena tidak memberikan pengawasan dan tidak memberikan rasa aman 
terhadap anak. 
 
 
ii 
 
 
Bentuk penelantaran yang terjadi di Kabupaten Pati ini adalah 
penelantaran fisik. Anak mengalami perasaan yang tidak aman karena tidak 
terpenuhinya kebutuhan dan juga tidak mendapatkan pengawasan dari orang 
tua. Selain penelantaran anak terhadap fisik yang berupa tidak memenuhi 
kebutuhan tumbuh kembang anak, memberikan perlakuan atau tindak 
kekerasan baik dengan tindakan maupun ucapan terhadap anak. Bentuk 
penelantaran anak juga terjadi dan  berpengaruh pada emosional anak. Anak 
tidak mendapatkan perlakuan baik dan kasih sayang dari orang tua dan 
mendapatkan perlakuan sebaliknya. Orang tua terlalu sibuk dengan 
permasalahnnya sendiri sehingga melupakan perasaan anak-anaknya. 
Penelantaran anak juga terjadi pada pendidikan anak, yang seharusnya 
anak dapat pendidikan secara layak, namun orang tuanya tidak memberikan 
pendidikan kepada anak sehingga anak tersebut tidak dapat berprestasi secara 
optimal bahkan mengalami penurunan dalam belajar. Penelantaran terhadap 
pendidikan anak ini bukan karena orang tua tidak mampu memberikan biaya 
pendidikan kepada anak, tetapi orang tua dengan sengaja tidak memberika 
fasilitas tersebut kepada anak. 
B. Upaya yang Ditempuh dalam Menegakkan Hukum Terhadap Kasus 
Penelantaran Anak di Wilayah Kabupaten Pati 
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Upaya hukum dalam tindak pidana penelantaran anak yang seharusnya 
dilakukan oleh pihak penegak hukum, seperti pemerintah, kepolisisan hingga 
masyarakat agar anak mendapatkan perlindungan dan saksi terhadap pelaku. 
Namun hal ini tidak terjadi terhadap kasus penelantaran anak yang selama ini 
terjadi di Kabupaten Pati 
Sampai saat ini setiap ada kasus penelantaran anak maupun bayi hanya 
sampai di pihak dinas sosial dan berkahir perawatan di panti asuhan. Sehingga  
suatu saat ada yang mengadopsi anak tersebut atau tinggal di panti asuhan 
selamanya. 
Adanya kasus penelantaran anak di Kabupaten Pati ini, khususnya 
penelantaran bayi yang terjadi, ini sudah dilakukan suatu proses untuk 
menemukan bayi tersebut. Namun hal ini tidak berhasil sehingga kasus ini 
tidak pernah sampai ke ranah hukum. 
Seharusnya pemerintah lebih mengkoordinir dan mengawasi terhadap 
anaknya kasus penelantaran anak agar sampai di ranah hukum dan 
memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut. 
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penelantaran Anak di 
Wilayah Kabupaten Pati 
1. Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif 
Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua 
kandungnya sendiri di Kabupaten Pati ini jika dilihat dari sisi hukumnya 
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merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Karena jelas 
orang tua korban menelantarkan anak dan ini merupakan suatu perbuatan 
yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana menurut peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Dijelaskan mengenai ancaman hukuman pidana 
penjaran dan denda. 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak pada pasal 76 huruf a dan b yang menyebutkan 
bahwa: 
a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 
mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya. 
b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan 
penelantaran. 
 
Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang ketentuan pidananya: 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah)” 
 
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
disebutkan bahwa: 
Pasal 305 
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“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh 
tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan 
maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” 
 
Pasal 306 
(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 
mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulam. 
(2) Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 
Sembilan tahun. 
 
Pasal 307 
“Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah 
bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam 
pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa 
hukuman penjara” 
 
Perilaku orang tua yang lalai sehingga menimbulkan penelantaran, 
apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian yang baik bagi semua pihak, 
tindakan seperti ini akan terus terjadi kepada anak-anak lainnya dan akan 
berpengaruh besar serta mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada 
diri anak. Hal ini akan berpengaruh dan menghambat tumbuh kembang 
fisik, mental, emosional serta sosial di masa yang akan datang. Dimana 
anak seharusnya diberikan perlindungan agar terhindar dari segala bentuk 
tindak kejahatan, seperti tindak penelantaran yang dilakukan oleh orang 
tuanya sendiri. 
2. Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam 
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Dalam pandangan hukum pidana Islam, dimana dalam menentukan 
hukum berlandaskan Al-qur‟an dan Sunnah. Penelantaran anak merupakan 
suatu perbuatan yang dilarang syara‟, tetapi tidak diancam dengan suatu 
hukuman dalam Al-Qur‟an atau Sunnah Rasul dapat dipandang sebagai 
jarimah ta’zir karena perbuatan tersebut nyata merugikan pelakunya atau 
orang lain.  
Karena hukum Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas 
mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
jarimah ta’zir, hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat 
diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, 
penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana penelantaran anak 
ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. 
Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan 
menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu 
hukuman terhadap jarimah ta’zir. 
Menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta’zir, pihak 
penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, 
lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang 
menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki 
Islam, yaitu menbegah seseorang dan berhentinya seseorang melalui 
tindakan pidana. 
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Pada kenyatannya adanya kasus penelantaran anak yang terjadi di 
Kabupaten Pati ini tidak ada tindakan memberikan hukuman kepada orang 
tua yang sengaja menelantarkan anak-anaknya, khususnya hukuman 
sesuai dengan hukum Islam. Terlebih lagi dalam kasus penelantaran bayi 
yang tidak diketahui orang tua yang meninggalkannya begitu saja. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai kasus penelantaran anak di 
Kabupaten Pati, maka dapat penulis simpulkan bahwa: 
1. Penelantaran anak yang terjadi di Kabupaten Pati diantaranya 
penelantaran secara fisik, yaitu dengan tidak memberikan pengawasan 
terhadap kebutuhan anak sehingga anak tersebut tidak aman dan tidak 
terlindungi. Selain itu terdapat penelantaran secara emosional. Dimana 
orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perlakuan baik kepada 
anak. Hal ini mengakibatkan pendidikan anak menjadi tidak terurus. 
2. Upaya hukum yang ditempuh dalam kasus penelantaran anak (khususnya 
bayi yang dibuang) di Kabupaten Pati dilakukan dengan menemukan bayi 
tersebut. Kasus penelantaran anak yang terjadi kebanyakan tidak pernah 
sampai ke ranah kepolisian. Dinas sosial mempunyai peran yang sangat 
besar berkaitan dengan perawatan dan perlindungan anak terlantar. Dinas 
sosial juga memberikan izin kepada orang tua asuh yang akan 
mengadopsi anak asuhnya sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang 
berlaku.  
3. Pandangan hukum Islam terhadap penelantaran anak yang terjadi di 
Kabupaten Pati berlandaskan al-Qur‟an dan Sunnah. Dalam fiqh jinayah 
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penelantaran anak termasuk jarimah ta’zir karena perbuatan tersebut 
nyata merugikan pelakunya atau orang lain. Untuk hukuman jarimah 
ta‟zir itu sendiri diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang 
dikehendaki. Sehingga penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak 
pidana penelantaran anak diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan 
penguasa atau hakim. 
B. Saran 
Bersadarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada 
beberapa instansi terkait, yaitu pihak dinas sosial dalam menangani kasus 
penelantaran anak lebih dimaksimalkan lagi agar tuntas. Seperti adanya kasus 
pembuangan bayi mungkin harus lebih lama lagi dalam mencari siapa orang 
tua dari bayi tersebut sehingga kasus pembuangan bayi bisa diproses lebih 
lanjut. Dinas sosial juga harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
akan maraknya penelantaran anak dan akibatnya bagi anak korban 
penelantaran. Memberikan solusi kepada masyarakat agar jangan sampai 
melakukan tindak pidana penelantaran anak apapun sebabnya. Karena anak 
merupakan amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. 
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2. Apa saja bentuk penelantaran anak yang terjadi? 
3. Apa wewenang dinas sosial terhadap kasus penelantaran anak? 
4. Apa langkah yang dilakukan dinas sosial dalam menangani adanya kasus 
penelantaran anak? 
5. Apakah kasus penelantaran anak khususnya pembuangan bayi sudah ditemukan 
orang tuanya? Dan apakah sampai di ranah hukum? 
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